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Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi
dalam Upaya Bela Negara

A HERU SUGIYONO

PENGANTAR

Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak untuk me-
wujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sulit sekali bangsa Indone-
sia menguat rasa dan semangat bela negaranya di tengah kesulitan
ekonomi masyarakatnya. Masyarakat akan enggan diminta membe-
la negaranya di tengah kemiskinan dan kesusahan ekonomi. Mereka
akan lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepen-
tingan negara. Kepentingan negara akan dijadikan kepentingan un-
tuk kesekian kali dan bahkan tidak dipentingkan sama sekali di tengah
himpitan ekonomi masyarakat. Bela negara yang kukuh akan terjadi
di negara yang sejahtera dengan kondisi ekonomi masayarakat yang
baik, sehingga dapat fokus memikirkan kepentingan negara.!

Setiap warga negara dituntut untuk selalu melakukan upaya bela
negara. Negara perlu dibela dari ancaman dan serangan yang meng-
ganggu keselamatan negara, Setiap warga negara harus setiap saat
wajib membela negara, oleh karenanya harus ada hubungan timbal
balik antara negara dan warga negara, hal mana negara memberikan
keamanan dan kesejahteraan kepada warga negaranya, sedangkan
warga negara harus memberikan pembelaan ketika negara dalam kon-

disi terancam yang menyerang bangunan negara.
Sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,

Perguruan Tinggi merupakan penyelenggara pendidikan tinggi yang

1 Agus Subagyo, Bela Negara Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi, (Yogyakarta: Graha llmu, 2015),
h.54,
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mempunyai peran sangat penting dalam meningkatkan kecerdasan
dan kesejahteraan masyarakat, serta keberadaannya diharapkan dapat
menghadapi perkembangan dunia yang berbasis ilmu pengetahuan,
Dalam kegiatannya, perguruan tinggi diwajibkan menyelenggarakan
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.?

Untuk dapat bersaing di antara bangsa lainnya dalam era globa-
lisasi, perguruan tinggi di Indonesia merupakan garda terdepan dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa yang harus mampu mewujudkan
dharma pendidikan, yaitu menghasilkan para ilmuwan yang profe-
sional, berbudaya, kreatif dan berkarakter bela negara yang berani
membela kebenaran demi kepentingan bangsa dan umat manusia.
Adapun untuk merealisasikan dharma penelitian dan pengabdian ke-
pada masyarakat, perguruan tinggi harus mampu menghasilkan karya
penelitian dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang ber-
manfaat bagi masyarakat luas.?

Sebagai salah satu wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah
pengabdian kepada masyarakat yang dapat diimplementasikan sesuai
dengan disiplin ilmunya masing-masing, sebagai contohnya adalah
Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta melalui Lembaga Bantuan Hu-
kumnya (selanjutnya disebut LBH PT) memberikanbantuan hukum ba-
gi masyarakat kurang mampu yang tersangkut masalah hukum.

Pemberian bantuan hukum oleh LBH PT diatur dalam Undang-
Undang Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,
khususnya Pasal 8, 9, 10, 11, dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun
2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum khususnya Pasal 4, yang di antara-
nya menyebutkan pemberian bantuan hukum dapat dilakukan dengan
merekrut Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum.

Dalam Surat Edaran Mahkaman Agung No. 10 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Hukum khususnya Pasal 7 ayat (4) dinya-
takan dosen dan mahasiswa yang mendapat rekomendasi dari Fakul-
tas Hukum yang bersangkutan dapat menjalankan praktik sidang di
pengadilan, Dengan demikian, baik Dosen maupun Mahasiswa dapat
mengaplikasikan ilmu dan pengetahuannya dalam bidang hukum un-
tuk membantu dan melayani masyarakat yang tersandung masalah
hukum,

2Lihat Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3Lihat penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,

298 .
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Mengenai kedudukan dosen dan mahasiswa yang melaksanakan
kegiatan bantuan hukumnya melalui LBH PT oleh diperkuat dengan
putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 006/PUU-II/
2004 yang menghilangkan atau mencabut Pasal 31 Undang-undang
No. 18 Tahun2003 tentang Advokat: “Setiap orang dengan sengaja men-
jalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah advokat,
tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.”

Kewenangan LBH PT tercantum UU No. 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum, yakni memberikan bantuan hukum meliputi masalah
hukum pidana, keperdataan, tata usaha negara, baik litigasi maupun
nonlitigasi dengan cara mendampingi, mewakili, membela, dan/atau
melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima
bantuan hukum.!

Bantuan hukum menjadi salah satu alat untuk mencapai peme-
nuhan hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Pasal 54 UU
No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi: “Guna kepentingan
pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum
dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada
setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam
undang-undang.” Hal ini dipertegas lagi dalam UU No. 48 Tahun 2009
tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 56, yang berbunyi:

“1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh ban-
tuan hukum.

2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang ti-
dak mampu’

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional khususnya Pasal 24 ayat (2) dinyatakan setiap
Perguruan Tinggi mempunyai otoritas untuk mengelola lembaganya
terkait pengabdian kepada masyarakat dalam wadah lembaga bantuan
hukum yang menyatu dengan perguruan tinggi,

Dengan kedudukan LBH PT yang menyatu bersama perguruan
tinggi, tentunya memberikan kemudahan LBH PT untuk mencapai
kualifikasi syarat-gyarat pemberi Bantuan Hukum sebagaimana diatur
dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Per-

4 ihat Pasal 4 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,
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aturan Pemerintnh Nomor 42 Tahon 2008 tentang Sysrat dan’IiaCy,
Pemberion Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantusn Wik}

Salah watu keglotan L Pergurann ‘Uinggl adalah memberig,
bantuan hukam kepada manynrakat imiskin mengandung sspek-spe;
edukattt dalam rangka pendidiknn kiinis,” Hal Inb yang membedary,
antara LBH pergurann Unggl dengan LIHE swasta lain sehinggs ey
menarik untuk dikajl mengenal peran lembagn bantuan hukim per.
guruan tnggl dalam upayn bela negora,

Mekanisme kerjn LB perguraan tinggl termuat dalam Pasal 4
UU No, 16 Tahun 2011 di mana untuk mengajukan permohonan ban.
tuan hukum secara cuma=cuma, harus memenuhl syarat-gyarat, ya
ni: membuat permohonan tertulls (Identitas dan pokok persoalan),
menyerahkan dokumen terkalt perkara, dan melampirkan surat kete-
rangan tidak mampu (SK'TM) darl lurah atau kepala desa, hal tersebu
sesual dengan PP No, 83 Tahun 2008, Adapun pendanaan LEH per-
guruan tinggl tercantum dalam UU 48 Tahun 2009 dan PP Nomor %)
Tahun 2008 yaknl negara menanggung blaya perkara bagl masyara-
kat yang tidak mampu, Adapun dalam Pasal 16 UU No, 16 Tahun 201,
pendanaan berasal darf tiga sumber, yaknl: negara; hibah /sumbangan;
dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, Hal ini menunjukkan
bahwa bantuan hukum oleh LBH perguruan tinggl tidak hanya diper-
untukkan bagl masyarakat tidak mampu semata, akan tetapi orang
kaya pun boleh mengadu kepada LBH perguruan tinggi dengan mem-
berikan kontribusi berupa sumbangan atau besarnya ditentukan ber-
dasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sedang yang diatur dalam
hal pendanaan secara spesifik hanyalah pendanaan dari negara yang
ditujukan kepada masyarakat tidak mampu,

Sebagai bagian dari LBH perguruan tinggi, LKBH FH UPNJ telah
melakukan rekrutmen kepada Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum
yang telah menempuh matakuliah hukum acara secara periodik dalam
rangka mendukung program kerja dan keglatannya untuk memberikan
pelayanan konsultasi dan bantuan hukum, baik kasus perdata mau-
pun pidana kepada masyarakat yang tersangkut masalah hukum, Na-
mun demikian saat Inl masih terdapat beberapa LBH perguruan tinggi
lainnya yang tidak melakukan rekrutmen kepada mahasiswa, sehingga

' Pember| bantuan hukum harus memenuhl kualifikasl; berbadan hukum, terakreditasl, memiliki kan-
tor/sekertarlat yang tetap, memiiikl pengurus, dan memilikl program bantuan hukum,

¢ Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Hak untuk Didampingl Penasihat Hukum bagl Semua Warga
Negara, (Jakarta; PT Gramedla, 2011),h, 95,
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upaya pengajaran dan pengalaman praktis terhadap mahasiswa tidak
dapat terlaksana.

LBH perguruan tinggi wajib menyelenggarakan pendidikan dan pe-
latihan bantuan hukum untuk Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum
yang direkrut sebagai Paralegal, dengan harapan dapat memberikan
pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat yang tersangkut
masalah hukum secara profesional.

LBH perguruan tinggi mempunyai peranan yang sangat penting
dalam aksi bela negara, salah satunya diwujudkan dengan membantu
negara dalam memenuhi hak tiap warga negara untuk mendapatkan
keadilan dengan memberikan edukasi, konsultasi, dan bantuan hukum
bagi masyarakat tidak mampu.

Dalam tataran teoretis, beberapa pakar dan ilmuwan memberikan
definisi bela negara dalam berbagai aspek sehingga dapat dijadikan
gambaran betapa luasnya pengertian bela negara.’ Seperti halnya Mc
Kinsey memberikan definisi bela negara sebagai wujud nyata dari na-
sionalisme, patriotisme dan cinta tanah air yang terlihat dari perilaku
setiap warga negara. Oleh karenanya bela negara mutlak dimiliki se-
tiap warga negara.! Demikian pula Kenny Erlington mendefinisikan
bela negara adalah sikap warga negara yang melakukan upaya mem-
pertahankan negara ketika menghadapi ancaman yang menggangu
kepentingan negaranya.® Sementara Richard Asley, menyatakan bela
negara merupakan suatu pemikiran perilaku dan tindakan yang dilaku-
kan oleh setiap orang dalam rangka membela bangsa dan negaranya."

Dalam konteks di negara Indonesia, bela negara merupakan si-
kap dan perilaku warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan
berkelanjutan dengan dilandasi kecintaan pada Tanah Air, kesadaran
berbangsa dan bernegara serta keyakinan akan Pancasila sebagai ide-
ologi negara untuk menghadapi ancaman yang membahayakan dan
mengancam kedaulatan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial,
budaya, pertahanan dan keamanan negara yang berasal dari luar ne-
geri maupun dalam negeri."

Dalam bela negara tecermin nilai-nilai dasar meliputi cinta Tanah

7 Op. cit.,h. 58,

& John Mc Kinsey, The Idea of Nationalism, (Toronto: Cilier Books, 1986), h. 81.

% Jenny Erlington, Nasionalisme Etnic and National Interest, (Oxford: Oxford University Press, 1996),
p.53.

10 Richard Asley, State, Revolution and Anarchy, (New York: The Free Press, 1992), p. 78.

11 Wiryono Amin, Pendidikan dan Kewarganegaraa: Bab X Bela Negara, (Yogyakarta: Pustaka pelajar,

2001), h. 62.
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Air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ide-
ologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki
kekuatan psikis maupun fisik sebagai bentuk awal bela negara,"”

Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Tiap warga negara

berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara” merupakan dasar
hukum bela negara. Di samping itu terdapat pula Pasal 30 ayat (1) UUD
1945 yang menyatakan: “Tiap warga negara berhak dan wajib ikut ser-
ta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, yang dilaksanakan
melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI
dan Kepolisian sebagai komponen utama, rakyat sebagai konponen
pendukung” Demikian pula dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak
Asasi Manusia Pasal 6 B dinyatakan: “Setiap warga negara wajib ikut

serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.” Adapun dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan ne-

gara Pasal 9 ayat (1) dan (2) ditegaskan; “Setiap warga negara berhak

dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam

penyelenggaraan pertahanan negara yang diselenggarakan melalui

pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer, pengabdian se-

bagai pratjurit TNI secara sukarela atau wajib dan pengabdian sesuai

dengan profesi”.

Studi ini bertujuan menganalisis bagaimanakah peran lembaga
bantuan hukum perguruan tinggi dalam upaya bela negara? Hal ini
penting untuk mempertegas bahwa bela negara dalam diimplementa-
sikan dari berbagai pihak termasuk pihak perguruan tinggi.

LBH PERGURUAN TINGGI DAN BELA NEGARA

Selain keahlian sumber daya manusia, di perguruan tinggi juga
ditanamkan nilai-nilai bela negara yang meliputi cinta Tanah Air, ke-
sadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan dan kayakinan kepada
Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban untuk bangsa
dan negara, serta kemampuan awal bela negara dan semangat untuk
mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Sejalan dengan
kegiatan tersebut, aksi bela negara harus disesuaikan dengan kon-
disi kekinian yang dihadapi oleh masyarakat secara umum. Untuk itu
baik mahasiswa ataupun dosen fakultas hukum melalui perguruan

¥ [rwan Maulana, Nasionalisme, Patriotisme dan Bela Negara: Sketsa Pemikiran untuk Indonesia Abad ke-
21, (Yogyakarta: Graha llmu, 2005), h. 42.
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tingginya mewujudkan aksi bela negara dengan cara membantu nega-
ra dalam rangka memenubhi hak setiap warga negara untuk mendapat-
kan keadilan, yaitu memberikan edukasi, konsultasi dan bantuan hu-
kum bagi masyarakat tidak mampu melalui LBH perguruan tinggi.

Bela negara merupakan semangat untuk mencintai tanah air In-
donesia yang harus dimiliki semua warga negara tanpa pandang bulu,
karena sebagai modal dasar bagi bangsa Indonesia untuk mencapai
cita-cita sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea
kedua, yakni negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan mak-
mur.

Akar persoalan bela negara bisa terjadi karena adanya kemiskinan
dan ketimpangan. Masyarakat miskin merasa mendapatkan ketidak-
adilan dalam hidup sehari-hari, sehingga cenderung gampang dipro-
vokasi dan diadu domba di tengah masyarakat. Mereka harus berjuang
untuk mendapatkan kemapanan ekonomi, sehingga bela negara me-
rupakan hal yang cenderung dikesampingkan.

Indonesia adalah bangsa besar yang sangat menghargai dan meng-
hormati keberagaman suku, adat, dan agama. Untuk itu perlu dita-
namkan kesadaran bela negara dan semangat kebangsaan yang meng-
hargai perbedaan, kemajemukan, pluralisme dan keanekaragaman
kepada anak cucu generasi penerus supaya menyadari hakikat bangsa
Indonesia yang luas dan bervariasi. Tanpa kesadaran bela negara yang
tinggi, maka niscaya suatu bangsa akan rapuh dan kalah dalam ber-
saing dengan negara-negara lain di dunia.®®

Arus globalisasi telah mengendurkan semangat bela negara bagi
sebagian masyarakat Indonesia. Di bidang ideology, globalisasi te-
lah memunculkan ideologi liberalisme-kapitalisme yang dianut oleh
sebagian besar negara-negara di dunia. Di bidang politik, globalisasi
mendorong munculnya isu demokrasi dan HAM yang menjadi isu glo-
bal. Di bidang ekonomi, globalisasi melahirkan pasar bebas dan perda-
gangan bebas yang mengintegrasikan dunia. Di bidang sosial budaya,
globalisasi menyebarkan nilai-nilai individualisme, materialisme, ko-
numerisme, dan hedonisme. Di bidang pertahanan keamanan, global-
isasi menciptakan ancaman nonmiliter, nonkonvensional, nontradisio-
nal, Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi mendorong

13 Benedict Anderson, Kebutuhan Indonesia: Nasionalisme dan Menumpas Keserakahan, {Jakarta: Hasta
Mitra, 2001), h. 26.
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peralatan dunia maya, inteligen cyber dan spionase cyber.*

Dengan kesadaran bela negara yang tinggi, maka masyaraks
akan sulit diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan
aksi ganggun, ancaman, intimidasi, adu domba, dan kerusuhan yang
mengarah pada kekacauan negara, karena masyarakatnya akan lebik
mementingkan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepen-
tingan pribadi atau kelompoknya.

LBH perguruan tinggi mempunyai peranan penting dalam mem-
berikan edukasi kesadaran bela negara yakni dengan melakukan pe-
nyuluhan hukum di lingkungan masyarakat berdomisili dan di rumah
tahanan (disingkat rutan) yang merupakan tempat tersangka atau ter-
dakwa ditahan selama menjalani proses penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan persidangan di pengadilan. Rutan merupakan unit pelak-
sana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Seperti halnya LKBH FH UPNVJ sebagai salah satu LBH perguruan
tinggi yang telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi Bantuan Hukum
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, telah
secara rutin melakukan penyuluhan hukum di lingkungan rutan Klas
I Cipinang. Adapun yang yang menjadi peserta penyuluhan hukum
adalah para Tersangka atau Terdakwa yang sedang menjalani proses
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan di pengadilan
yang secara ekonomi tidak mempunyai kemampuan untuk membayar
jasa pengacara atau konsultan hukum. |

Kegiatan penyuluhan hukum di lingkungan rutan Klas I Cipinang
dapat terlaksana dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala
Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Kepala
Divisi Pelayanan Hukum dan Kepala rutan Klas I Cipinang, untuk dapat
disiapkan tempat dan peserta penyuluhan dari para penghuni rutan
Klas I Cipinang,

Adanya kegiatan penyuluhan hukum di rutan, LBH perguruan ting-
gi dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan pa-
ra tahanan, sehingga dapat memberikan nasihat hukum dan membe-
rikan pencerahan sebagai bentuk solusi atas permasalahan hukum
yang dihadapi oleh seorang tahanan. Di samping itu LBH perguruan
tinggi dapat memberikan pengetahuan dan informasi mengenai hak
tersangka atau terdakwa dan tahap-tahap yang harus dilalui mulai dari

1 Kenichi Ohmae, The End of the Nation State: The Riseof the Regional Economies, (New York: The Free
Press, 1995),p. 65.
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tingkat penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan persidangan
di pengadilan serta mengajukan upaya hukum jika tidak mendapatkan
keadilan,

Kegiatan penyuluhan hukum oleh LBH perguruan tinggi di ling-
kungan rutan merupakan bagian dari aksi bela negara, yang secara
tidak langsung telah turut serta dalam meningkatkan kecerdasan
dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya kegiatan penyuluhan
hukum tersebut, para penghuni rutan khususnya bagi mereka yang
tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk membayar jasa
hukum pengacara merasa terbantu dengan materi pengetahuan hu-
kum yang dibutuhkan. Para penghuni rutan dapat berkonsultasi seca-
ra gratis mengenai permasalahan hukum yang mereka hadapi, dapat
menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta diarahkan
untuk menjadi warga yang baik dan taat hukum.

Sebagai hasil pelaksanaan penyuluhan hukum di rutan, ternyata
diperoleh fakta masih banyak penghuni rutan yang belum mengetahui
adanya bantuan hukum secara cuma-cuma bagi seorang tersangka
atau terdakwa yang menjalani tahap penyidikan, penuntutan maupun
selama menjalani proses persidangan di Pengadilan.

Sejak berdiri hingga saat ini, LKBH FH UPNVIJ telah menangani
ratusan perkara baik pidana maupun perdata, baik di tingkat penyi-
dikan, penuntutan sampe proses persidangan di pengadilan. Beberapa
perkara yang ditangani oleh LKBH FH UPNVIJ berasal dari masyarakat
yang datang ke kantor LKBH FH UPNVJ untuk berkonsultasi masa-
lah hukum, interaksi dengan masyarakat pada saat pendampingan di
kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, serta hasil penyuluhan hu-
kum yang di lakukan di rutan, Bagi mereka yang membutuhkan ban-
tuan hukum hanya diberikan kewajiban untuk menandatangani Surat
Kuasa terlebih dahulu, melampirkan identitas copy KTP dan Surat Ke-
terangan Tidak Mampu yang diterbitkan oleh lurah atau kepala desa
tempat pemohon berdomisili,

Kegiatan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat ti-
dak mampu adalah sebagai wujud pengabdian LBH perguruan tinggi
kepada masyarakat dan membantu negara dalam memenuhi hak tiap
warga negara untuk mendapatkan keadilan, yaitu mendapatkan pen-
dampingan dari penasihat hukum sebagaimana diatur dalam UU No.
16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu
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untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan dan Ke.

sejahteraan Dimuka Hukum,

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang ter.
penting yang dimiliki oleh setiap warga negara, karena dalam setiap
proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang
yang ditetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana tidak-
lah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses
hukum pemeriksaan terhadap dirinya sendiri. Penyelenggaraan pem-
berian bantuan hukum yang diberikan LBH perguruan tinggi kepada
penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-
hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang
mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan ke-
butuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum,
Dan yang harus diketahui bagi masyarakat awam secara umum, yang
dibela dan diberi perlindungan hukum LBH perguruan tinggi bukan
kesalahan tersangka/terdakwa melainkan melindungi hak tersangka /
terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau
tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Demikian
juga untuk membela dalam hal materinya, yang mana dengan adanya
pendampingan bantuan hukum dari LBH perguruan tinggi diharapkan
dapat tercapai keputusan yang mendekati rasa keadilan dari peng-

adilan.

Sebagaimana tercantum UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum, LBH perguruan tinggi diberikan kewenangan untuk membe-
rikan bantuan hukum meliputi masalah hukum pidana, keperdataan,
tata usaha negara. Bantuan hukum untuk penanganan masalah hukum
pidana seperti misalnya pendampingan tersangka pada tingkat penyi-
dikan di Kepolisian maupun Kejaksaan, dan pendampingan terdakwa
selama menjalani proses persidangan di pengadilan termasuk meng-
ajukan upaya hukum banding, kasasi dan permohonan peninjauan
kembali, Adapun bantuan hukum untuk penanganan masalah hukum
perdata antara lain dengan mambantu membuat somasi, melakukan
mediasi, bertindak sebagai penggugat/pemohon mengajukan gugat-
an atau permohonan di pengadilan ataupun bertindak sebagai tergu-
gat/termohon atas diajukannya gugatan atau permohonan oleh peng-
gugat/termohon termasuk mengajukan upaya hukum atas putusan
pengadilan, Adapun bantuan hukum untuk penanganan masalah hu-
kum tata usaha negara adalah membantu menyelesaikan sengketa
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tata usaha negara antara badan/pejabat tata usaha negara dengan
masyarakat dengan bertindak mewakili penggugat ataupun tergugat.

Kendati hingga saat ini masih ada LBH perguruan tinggi yang pa-
sif dan belum menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Bebe-
rapa LBH perguruan tinggi tidak melakukan perekrutan kepada maha-
siswa sehingga upaya pengajaran dan pengalaman praktis terhadap
mahasiswa tidak dapat terlaksana, padahal hal ini sangat penting untuk
menanamkan kesadaran bela negara bagi mahasiswa dalam membantu
masyarakat miskin yang tersangkut masalah hukum termasuk membe-
rikan bekal setelah mahasiswa lulus dan terjun di dunia kerja.

Sebagaimana yang diamanatkan UU bantuan hukum, LBH pergu-
ruan tinggi wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantu-
an hukum bagi advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum
yang direkrut, namun sampai sekarang belum ada konsep pendidikan
dan pelatihan bantuan hukum sama sekali, oleh karenanya diperlukan
peran pemerintah untu merealisasikannya, dengan harapan LBH per-
guruan tinggi dapat memberikan pelayanan dan bantuan hukum ke-
pada masyarakat yang tersangkut masalah hukum secara profesional
sebagai bentuk upaya bela negara.

EPILOG

Melalui LBH perguruan tinggi, Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hu-
kum dapat berperan mewujudkan aksi bela negara dengan cara mem-
bantu negara dalam rangka memenubhi hak setiap warga negara untuk
mendapatkan keadilan, yaitu memberikan edukasi, konsultasi dan
bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dengan cara memberi-
kan penyuluhan hukum dan pendampingan kepada masyarakat yang
tersangkut masalah hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan
sampe proses persidangan di pengadilan tanpa dipungut biaya. Penye-
lenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan LBH perguru-
an tinggi kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk
mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi
negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak
warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan
di hadapan hukum,

LBH perguruan tinggi perlu melakukan perekrutran advokat, do-
sen, mahasiswa dan paralegal untuk menjadi pengurus, sehingga dapat
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menjalan perannya memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak
mampu yang tersangkut masalah hukum secara profesional sebagai
bentuk upaya bela negara. Mengimbau kepada pemerintah untuk se-
gera menyusun konsep pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagj
dosen, mahasiswa dan paralegal ketika menjadi pengurus LBH pergu-
ruan tinggi.
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